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PENGANTAR REDAKSI

Permasalahan pembangunan tidak akan pernah berhenti, dengan berkaca pada
pengalaman masa lalu mulai Orde Lama, Orde Baru, sampai pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat berbagai paradigma pembangunan pernah
diterapkan di Indonesia. Namun, upaya penyelesaian dampak dari hasil-hasil
pembangunan tidak pernah berhasil. Apakah kesalahan tersebut bersumber dari
ketidakberesan manajemen pengelolaan hasil pembangunan yang notabene dari aparat
pemerintah, apakah dari masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan,
ataukah sistem yang dianut pemerintah —yang lagi-lagi dianggap sebagai sumber
permasalahan.

Namun demikian, permasalahan pembangunan tidaklah cukup diselesaikan dan
dipecahkan dengan menggunakan satu dimensi saja, permasalahan pembangunan harus
multidimensi, sebab semua komponen bersinergi dan dilakukan secara komprehensif
tidak asal-asalan, tidak parsial. Redaksi berupaya untuk menyajikan berbagai ulasan
permasalahan pembangunan dari banyak segi, sehingga apa yang terjadi ke depan
dicoba untuk ditelaah dan diprediksi dengan berkaca pada keberhasilan dan kegagalan
yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan terdahulu. Dari pandangan administrasi
Eko Supeno mengemukakan gagasannya melalui tulisan Partisipasi Masyarakat dalam
Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya, dan Citizen’s Charter dalam
Paradigma Administrasi Negara: Reorientasi Pelayanan Publik ditulis Erna
Setijaningrum. Pandangan sosiologis tentang Paradigma Perpolisian Komunitas:
Mengantisipasi Konflik Sosial Pemilihan Kepala Daerah dikemukakan Hotman Siahaan
serta Refleksi Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997 diulas
oleh Mustain Mashud. Sri Yuni Woro Astuti membuka wawasan dengan tulisan Peluang
dan Tantangan Penerapan E-Governance dalam Konteks Otonomi Daerah, sedangkan
Kalangan Marjinal di Perkotaan: Studi Perlawanan Ex. Pedagang Kaki Lima Aman
Surya Surabaya ditulis Karnaji. Redaksi juga menerima tulisan berkaitan dengan sastra
yaitu Analisis Reseptif Sosok Savitri dalam Novel Primadona karya Achmad Munif
dari Dimensi Feminisme Eksistensial oleh Heru Supriyadi. Resensi buku pada edisi kali
ini ditulis oleh Helmy Prasetyo Yuwinanto dari buku Membunuh Atas Nama Kebebasan.

Redaksi berharap semoga kehadiran jurnal ilmiah Masyarakat, Kebudayaan
dan Politik ini dapat memberikan alternatif pemikiran serta menambah wawasan dan
sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial,
pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan
gagasan serta ide untuk pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa
berubah.
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PARADIGMA PERPOLISIAN KOMUNITAS:
Mengantisipasi Konflik Sosial Pemilihan Kepala Daerah

Hotman Siahaan
Dosen Jurusan Sosiologi FISIP dan Program Pasca Sarjana Unair

Abstract

Change of role of police —not only in fulfilling expectancy of democratization,
protection of basic rights, eradication of corruption, downright police, and also
police as society partner- as new paradigm of Indonesian police is true claimed
to increase for fulfillment people expectation for the better future. But if the
expectancy of that people do not accompanied by ability to get it because of its
acrophobia of community policing concept among state and civil society, and
also still the domination of violence action of police government officer on be-
half of straightening of human right and law in society, hence it is not impossible
if phenomenon of alienation will knock over police institution. Willy-nilly, like or
dislike, policing community should be able to secede from time of troubles or of
time of tribulation which phrased by Arnold Toynbee, marked by loss of creativ-
ity, model and responsibility crisis and also founding crisis making human being
no longer honest to their self. Coherent of role of police in community police as
new paradigm is collective responsibility between powered citizen society and
state.

Keywords: community policing, violence action of police government officer

eformasi Kepolisian Negara Indo
R:esia (Polri) bergerak bersamaan
engan beringsutnya iklim
demokrasi di Indonesia. Reformasi itu
terjadi baik pada tataran struktural yang
meliputi institusi, organisasi, susunan
kedudukan, dan tataran instrumental yang
meliputi filosofi, doktrin, kewenangan,
kompetensi, kemampuan, fungsi, iptek,
maupun pada tataran kultural berupa
manajemen sumber daya manusia,
manajemen operasional, sistem
pengawasan oleh masyarakat. Reformasi

itu terwujud melalui Undang-undang No.
2/2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang pada dasarnya
telah mengubah secara radikal, bahwa
polisi bukan (lagi) bagian dari Tentara
Nasional Indonesia (TNI).
Dalam salah satu pasal dari UU No.
2/2002 itu dinyatakan:
Kepolisian Negara Republik In-
donesia merupakan alat negara
yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum
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serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya kemanan dalam
negeri.

Dalam pasal yang lain juga

disebutkan:
Polri selaku pengemban fungsi
kepolisian dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh kepolisian
khusus, penyidik pegawai negeri
sipil dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa.

. Semangat yang diemban oleh pasal
3 dan pasal 5 Undang-undang No. 2/2002
itulah pada da-sarnya yang membingkai
munculnya konsep dan program
“perpolisian komunitas” (community po-
licing) yang pada dasarnya merupakan
paradigma baru kepolisian seiring
perubahan paradigma demokrasi di negeri
ini. Polisi yang berorientasi kepada
masyarakat.

Konsep community policing
dikembangkan oleh Robert J.
Trojanowicz, yang mengandung
pengertian sangat luas yang bisa berarti,
suatu falsafah atau seperangkat nilai yang
menuntun tugas kepolisian, suatu strategi,
atau suatu program atau taktik.
Karakteristik yang dikandung konsep ini,
antara lain, proses identifikasi, analisis dan
pemecahan masalah; tanggung jawab
masing-masing unit yang secara permanen
ditugaskan pada suatu wilayah; penentuan
batas wilayah yang tidak harus merujuk
pada sistem politik; serta desentralisasi dan
delegasi kewenangan. Community polic-
ing bukan sekadar program, tapi juga
mencerminkan suatu falsafah operasional
yang menyusup ke dalam setiap aspek

organisasi. Ide mendasar di balik konsep
ini adalah pelibatan masyarakat dalam
upaya pemecahan masalah kepolisian
mulai dari tahap perencanaan sampai
penilaian hasilnya (Muhammad, 2001:98-
105).

Community policing dapat
dipahami bahwa polisi harus memandang
dirinya sendiri sebagai pembantu publik
(community advocates) sekaligus sebagai
mitra publik dalam masalah-masalah yang
mereka hadapi. Dengan filosofi seperti itu,
karakter dan kemampuan kerja yang
diharapkan dari para anggota polisi adalah
sebagai individu generalis bukan spesialis
dalam lingkungan organisasi kepolisian
yang terdesentralisasi (Muhammad, tt).

Apa yang tersirat dalam pernyataan
itu, pada dasarnya adalah menyangkut
perkara bagaimana meningkatkan
hubungan masyarakat dan polisi, serta
membangun kepercayaan masyarakat
(social trust) kepada kepolisian sebagai
lembaga. Selain itu, juga menyangkut
perkara bagaimana meningkatkan
konsultasi publik dan kerja sama dengan
masyarakat da-lam mengidentifikasi
masalah prioritas keamanan. Perkara lain
yang tercakup di sini, bagaimana
meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas
polisi dalam memikul tanggung jawabnya
di hadapan masyarakat.

Perubahan Paradigma

Perubahan paradigmatik kepolisian itu
akan menyangkut banyak konsekuensi
yang membutuhkan suatu proses panjang,
bahkan secara teoretik akan melalui suatu
proses anomali. Paradigma adalah suatu
kesadaran yang timbul dari adanya suatu
anomali, suatu penyimpangan dari
keadaan normal yang dibangun oleh
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adanya paradigma lama sebagai-mana
dikemukakan Thomas S. Kuhn (1970)
da-lam bukunya The Structure of Scien-
tific Revolutions.

Istilah paradigma digunakan Kuhn
dalam dua arti yang berbeda. Di satu pihak,
ia berarti keseluruhan konstelasi
kepercayaan, nilai, teknik, dan sebagainya
yang dimiliki bersama oleh anggota-
anggota masyarakat tertentu. Di pihak lain,
ia menunjukkan sejenis unsur dalam
kon-stelasi itu, pemecahan teka-teki yang
konkret, yang jika digunakan sebagai model
atau contoh dapat menggantikan kaidah-
kaidah yang eksplisit sebagai dasar bagi
pemecahan teka-teki sains yang normal
yang masih tertinggal. Paradigma ialah
apa yang dimiliki bersama oleh ang--gota-
anggota suatu masyarakat sains, dan
sebaliknya, masyarakat sains terdiri atas
orang-orang yang memiliki suatu
paradigma bersama. Bagi Kuhn,
pertumbuhan dan perkembangan ilmu
pengetahuan terjadi melalui suatu revolusi,
bukan melalui akumulasi. Mo-del tersebut
dapat digambarkan sebagai berikut:

(anomalies), karena ketidakmampuan
paradigma la-ma memberikan penjelasan
secara memadai terhadap persoalan yang
timbul. Ketika penyimpangan memuncak,
suatu krisis akan timbul, dan paradigma
itu mulai disangsikan validitasnya. Bila
krisis sudah sedemikian seriusnya, maka
suatu revolusi akan terjadi, dan paradigma
baru akan muncul sebagai yang mampu
menyelesaikan persoalan yang dihadapi
paradigma sebelumnya. Dalam periode
revolusi itu terjadi suatu perubahan besar
dalam ilmu pengetahuan. Paradigma yang
lama mulai menurun pengaruhnya,
di-gantikan paradigma baru yang lebih
dominan (Ritzer, 1985:3-5).
Bagaimanapun, paradigma baru
kepolisian tidak bisa dilepaskan dari
perubahan paradigma demokrasi di negeri
ini. Jika kita simak kuatnya campur tangan
negara by force melalui statisasi yang
tunduk pada politik kekuasaan yang
represif di masa rezim Orde Baru, di mana
negara muncul dengan berbagai organisasi
kekerasan yang secara efektif menekan
sebagian besar rakyat yang kecewa atau

Kuhn percaya, ilmu pengetahuan
pada waktu tertentu didominasi oleh suatu
paradigma tertentu, yakni suatu pandangan
mendasar tentang apa yang menjadi pokok
persoalan (subject matter) dari suatu
cabang ilmu. Normal science adalah
suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan,
di mana para ilmuwan bekerja dan
mengembangkan paradigma yang sedang
berpengaruh. Namun para ilmuwan tidak
dapat mengelakkan pertentangan dengan

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

yang tidak mendukung pemerintah, maka
polisi di negeri ini menanggung beban
sejarah pernah menjadi alat kekerasan
negara terhadap masyarakat

Negara Orde Baru menggunakan
kekuasaan berupa kemampuan
menciptakan kekerasan secara masif,
teratur, dan memonopoli hak untuk
mencipta kekerasan dalam berbagai
macam wujudnya. Sekaligus ini
menunjukkan bagaimana negara yang
sangat berkuasa bila dibandingkan
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kekuasaan yang dimiliki rakyat, yang tidak
saja berupa sarana koersif dan represi, tapi
juga sarana ekonomi; tidak sekadar
be-rupa kewenangan birokratik, tapi juga
keahlian teknokratik; tak hanya berupa
korporatisme organisasi politik dan
kemasyarakatan, tapi juga ideologi, dan
tidak saja berupa aturan berdasarkan
hukum, tapi juga melalui praktik-praktik
“premanisme”.

Negara memonopoli  hak
menggunakan kekerasan (koersi). Hak
penggunaan kekerasan itu adalah sah
karena merupakan delegasi kekuasaan
dari masyarakat, yang dapat digunakan
untuk mengatasi konflik dan memecahkan
masalah (yang hanya dapat diatasi dengan
kekerasan fisik). Tapi persoalannya,
kekuasaan pada umumnya sebagai cara
cara paksaan kolektif selalu digunakan oleh
kelas dominan untuk menjamin
eksploitasinya terhadap kelas kelas di
bawahnya, termasuk menggunakan
kekerasan fisik untuk masalah-masalah
yang seharusnya tak memerlukan koersi.
Akibatnya, kekuasaan politik bukan lagi
untuk memberantas kekerasan, tapi
merupakan monopolisasi kekerasan demi
kepentingan sendiri.

Negara tak dapat hanya
mengandalkan kekuasaan dan kekerasan
untuk mendapatkan ketundukan dan
kepatuhan para warganya, sebab ia segera
berubah menjadi lembaga otoriter, bahkan
totaliter jika kekerasan fisik digunakan
untuk memaksakan kehendaknya dalam
segala bidang. Untuk itu diperlukan
legitimasi —yakni adanya alasan yang

dapat diterima dan di-per-cayai para
warga tentang perlunya mereka tunduk
dan patuh pada kewenangan negara—
misalnya, pemerintah yang sedang
memerintah mereka atas nama negara
adalah pemerintah yang mereka pilih
sendiri melalui pemilihan umum, atau suatu
pemerintahan peralihan yang tak dipilih
lewat pemilu ternyata membela
kepentingan mereka dan mewujudkan
aspirasi mereka. Kalau legitimasi ini juga
tak bisa diperoleh, negara dapat
menggunakan sarana lain, yak-ni
mengupayakan ketundukan warga melalui
bentuk paksaan lebih halus, tanpa
kekerasan fisik, melalui manipulasi
simbolik, moral atau intelektual. Karena
tanpa kekerasan fisik, para warga sering
diyakinkan, ketundukan yang mereka
be-rikan itu sukarela dan bukan hasil
pemak-saan (Kleden, 1999).

Kenyataan sedemikian itulah yang
digambarkan Louis Althusser (Cahyadi,
1992) dengan menguraikan betapa proses
dominasi dan penaklukan oleh kekuasaan
negara tak hanya berlangsung melalui
kekerasan fisik —dalam istilah Althusser,
repressive state apparatus— tapi juga
lewat produksi dan reproduksi kuasa dalam
ruang kultural (tempat wawasan dan
makna hidup dirajut dalam bermacam teks
dan wacana yang saling berkompetisi) —
Althusser menyebutnya, ideological state
apparatus.”

Menurut Althusser, ada dua dimensi
hakikat ne-gara, yakni represif dan
ideologis —yang satu masuk dengan
memaksa, sedang yang lain masuk dengan

*Althusser dalam pembahasannya tentang negara sebagai mesin represi —seperti
kelompok Marxisme-ortodoks— selalu me-nga-cu pada kesatuan perangkat kenegaraan (state
apparatus) —yang harus dibedakan dengan kekuasaan negara (state power). Negara adalah

identik dengan represive state apparatus.
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mempengaruhi. Repre-ssive state appa-
ratus (RSA) dan ideological state
ap-paratus (ISA) adalah dua perangkat
berbeda tapi memiliki fungsi sama, yakni
melanggengkan penindasan dalam relasi
produksi masyarakat. Kerja RSA
menindas secara fisik (violence) un-tuk
mengamankan kondisi politik yang
diciptakan ISA (melalui manipulasi
kesadaran masyarakat secara intelektual,
kultural dan simbolik). Penindasan RSA
ini kemudian diberi arti ideologis oleh ISA
dengan menyusun kerangka legitimasi
yang mengabsahkan tindakan RSA,
sehingga rakyat mau menerima tindakan
kekerasan itu.

Bagi Althusser, RSA identik dengan
sistem dan struktur negara yang semata
berdiri sebagai penyangga kekuasaan
yang sah dan eksplisit. Keabsahan ini
memungkinan RSA menjangkau publik
lebih luas, dan gerak hidupnya bersifat
politik. Contoh RSA adalah militer, polisi,
lembaga pengadilan, atau birokrasi.
Sedangkan gerak hidup ISA selalu
ideologis. Tapi, yang ideologis kelak akan
menjadi represif juga, karena memang
dimak-sudkan demikian (memanipulasi
kesadaran). Althusser mengingatkan,
berbeda dengan RSA, ISA tak hanya ada
dalam lingkup kekuasaan tapi juga bisa
dimiliki sebagai sarana menuju kekuasaan
oleh kelompok di luar state, yakni institusi
agama, pendidikan, dan sebagainya,
termasuk media massa.

Konsep Hegemoni Gramsci

Kerja ISA inilah dalam konsep Antonio
Gramsci disebut hegemoni (Cahyadi,
1992:51-65; Simon, 1999; Glucksmann,
1980) yang sebagaimana ISA, pada
hakikatnya juga merupakan represi

kekuasaan. Bedanya, represi itu berciri
lunak atau halus (swbtle) dengan
mengandalkan kepemimpinan moral dan
intelektual (intellectual and moral lead-
ership) dan bersifat aktif. Hegemoni tak
dicapai melalui coercive power, tapi
diskursus sistemik (bahasa), terarah dan
berkelanjutan untuk memenangkan
penerimaan publik (public consent)
secara sukarela akan sebuah gagasan atau
rezim (Hendarto, 1992:66-88; Patria dan
Arief, 1999:112-23). Politik wacana
me-main-kan pe-ran penting dalam
meletakkan dasar-dasar hegemoni.

Bagi Gramsci, upaya menciptakan
kepatuhan para warga melalui hegemoni
tak hanya dengan cara pihak yang dikuasai
harus mempunyai dan menginternalisasi
nilai-nilai serta norma penguasa, tapi jauh
lebih dari itu, mereka juga harus memberi
persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah
yang dimaksud Gramsci dengan hegemoni
atau menguasai dengan kepemimpinan
moral dan intelektual secara konsensual
(aktif) (Sugiono, 1999:31). Ini sekaligus
yang membedakan dengan konsep ISA
Althusser. Usaha menguasai isi pikiran,
bahkan cara berpikir melalui monopoli
makna yang manipulatif, dicapai dengan
membentuk perluasan struktur kognitif dan
afektif, di mana individu merasakan dan
mengevaluasi realitas sosial yang
problematis.

Konsep hegemoni Gramsci berdiri
di atas asas, kelas mana pun yang mampu
menguasai alat-alat produksi secara ma-
terial (material means of production)
sanggup dan harus pula menguasai alat-
alat produksi secara mental (mental means
of production). Gramsci sesungguhnya
mencoba keluar dari tradisi Marxis-
ortodoks, di mana ekonomi menentukan
ideo-logi superstruktur yang dibatasi

25



komponen negara dan masyarakat sipil.
Ia yakin, elemen ekonomi dapat
dilaksanakan dalam beberapa penentuan
dan cara spesifik untuk mempengaruhi
aktivitas negara dan masyarakat sipil. Dan
sebaliknya, ekonomi juga dapat ditentukan
oleh permainan terakhir yang lahir dari
tingkatan otonomi relatif negara dan
masyarakat sipil atas ekonominya. Bagi
Gramsci, negara tak bisa dipahami tanpa
pemahaman menyeluruh akan masyarakat
sipil. Ia meyakini masyarakat sipil sebagai
superstruktur yang mewakili faktor aktif
dan positif perkembangan sejarah —yang
merupakan hubungan budaya dan ideologi
yang kompleks, kehidupan intelektual dan
spiritual— serta ekspresi politik dari
hubungan itu menjadi fokus analisis
melebihi struktur (Patria dan Arief, 1999).

Dalam upaya memisahkan negara
(political society) dan masyarakat sipil,
Gramsci memulai dengan tiga batas
konseptualisasi dalam membicarakan
hegemoni, yakni ekonomi, negara (politi-
cal society) dan masyarakat sipil. Semua
itu menunjuk pada identifikasi hubungan
antar-formasi sosial yang membentuk garis
dasar konseptualisasi hegemoni. Ekonomi
sebagai batas pertama digunakan untuk
mengartikan mode of production yang
paling dominan dalam masyarakat. Cara
produksi itu meliputi teknik produksi dan
hubungan sosial produksi yang
ditumbuhkan atas munculnya perbedaan
kelas sosial dalam arti kepemilikan
produksi. Batas kedua adalah negara, yang
berarti tempat munculnya praktik
kekerasan (polisi dan aparat koersi
lainnya), dan terjadinya birokrasi negara.
Dalam konteks ini, Gramsci
mengidentifikasi birokrasi negara sebagai
pelayanan sipil, kesejahteraan dan institusi
pendidikan. Dan batasan ketiga,

masyarakat sipil, menunjuk pada
orga-nisasi lain di luar negara dalam
sebuah formasi sosial di luar bagian sistem
produksi material dan ekonomi yang
didukung dan dilaksanakan oleh orang atau
komponen di luar batasan pertama dan
kedua. Contoh komponen utama
masyarakat sipil adalah institusi religius.
Ketiga batas itu harus memiliki demarkasi
jelas, meski kata Gramsci, di tingkat
analisis dan empiris sering terjadi beberapa
bagian organisasi dan institusi mungkin
berada dalam sebuah batas, dua atau
bahkan muncul dalam ketiga batas
tersebut (Patria dan Arief, 1999).

Masyarakat sipil yang dimaksud
Gramsci adalah semua organisasi swasta
(private), yakni gereja, media massa,
partai politik, serikat dagang, lembaga
kebudayaan, dan lembaga sukarela
lainnya. Masyarakat sipil merupakan
wadah kelompok sosial dominan mengatur
konsensus dan hegemoni, sekaligus wadah
bagi kelompok-kelompok sosial yang
tersubordinasi menyusun perlawanan
mercka dan membangun hegemoni
tandingan (counter hegemony).
Hubungan sosial yang membentuk
masyarakat sipil berbeda dengan
hubungan produksi, juga dengan aparat
yang membentuk negara. Aparat yang
membentuk negara harus dipisahkan dari
organisasi masyarakat sipil karena mereka
memiliki monopoli bersifat koersif.
Masyarakat sipil adalah wadah perjuangan
kelas dan demokrasi kerakyatan. Di dalam
masyarakat sipil terjadi persaingan
hegemoni antara kelas dominan.

Dalam beberapa paragraf pada Se-
lection from the Prison Notebooks
(1971), Gramsci mengatakan, masyarakat
sipil adalah masyarakat etika dan moral,
karena dalam masyarakat sipillah
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hegemoni kelas dominan itu dibangun
melalui mekanisme perjuangan dan
ideologis. Sedangkan istilah masyarakat
politik (political society) digunakan
Gramsci untuk hubungan koersif yang
terwujud dalam berbagai lembaga negara,
yakni militer, polisi, lembaga hukum, dan
penjara bersama semua departemen
administrasi yang mengurusi pajak,
keuangan, perdagangan industri,
keamanan sosial, dan sebagainya, yang
tergantung pada upaya akhir dari
efektivitas monopoli negara dalam
melakukan tindakan koersif. Gramsci
menyadari aktivitas aparat negara lebih
dari sekadar tindakan koersif, dan aparat
negara memainkan peran penting dalam
membangun kesepakatan yang disebut
peran edukatif dan formatif negara.

Sebenarnya istilah masyarakat
politik bukan pengganti istilah negara,
namun hanya menunjuk pada hubungan
koersif yang terdapat pada aparat negara.
Gramsci menyatakan, negara
sebagaimana halnya aparat pemerintah
harus dipahami sebagai instrumen
hegemoni yang bersifat private. Negara
merupakan suatu kompleks dari aktivitas
praktis dan teoretis di mana kelas penguasa
tak hanya mempertahankan dominasinya,
tapi juga memperoleh persetujuan dari
kelompok lain di bawah kekuasaannya.
Pandangan ini ia ringkas dalam
pernyataan: “negara adalah masyarakat
politik ditambah masyarakat sipil”.
Dengan kata lain, hegemoni yang
dilindungi tameng koersif. la menyebutnya
sebagai negara integral. Tumpang tindih
antara kedudukan stafe dan civil society
diselesaikan Gramsci lewat konsep negara
integral ini (Simon, 1999).

Negara integral merupakan hasil
perpaduan antara sumber koersi dalam

masyarakat dan tempat kepemimpinan
hegemonik. Negara integral merupakan
hegemoni yang dilapisi selubung
kekuasaan koersi. Hegemoni sekalipun
bekerja di tingkat kesadaran namun selalu
didampingi langkah koersi. Dengan
demikian negara integral memiliki dua
aspek. Pertama, alat-alat kekerasan
(means of coercion). Dan kedua, alat
penegakan kepemimpinan hegemonik
(means of establishing hegemonic lead-
ership), seperti pendidikan, media massa,
agama, penerbitan, dan lainnya. Alat
kekerasan terdiri alat-alat paksa dan
represi negara, sedangkan alat pendirian
kepemimpinan hegemoni merujuk pada
institusi dalam formasi sosial yang bukan
bagian dalam proses produksi ekonomi
material, juga bukan organisasi negara,
seperti organisasi komunikasi, olahraga,
perkumpulan pemuda, dan sebagainya.
Meski antara hegemoni dan koersi terus
berjalan berdampingan, namun negara in-
tegral berbeda dengan totaliter. Sebab
dalam negara totaliter tak ada unsur
sukarela, hanya paksaan. Sedangkan
negara integral masih menyediakan
peluang menghasilkan consent sukarela
tanpa paksaan (Patria dan Arief, 1999).
Meski hegemoni berlangsung
secara lunak dan sukarela, pada akhirnya
pun me-miliki sifat represif. Althusser
sudah mengingatkan, yang ideologis kelak
menjadi represif juga, karena memang
dimaksudkan memanipulasi kesadaran.
Sebab ketika dunia makna dikangkangi
oleh legitimasi negara semata, maka
lahirlah pandangan kebudayaan yang
mudah mencap hitam-putih, dan benar-
salah terhadap setiap potensi kritis di luar
wacana dominan. Penolakan dan
pembangkangan terhadap diskursus
dominan yang ditanamkan melalui
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hegemoni akan mengundang negara
melakukan tindakan represif. Sebab pada
dasarnya, sebuah kelas sosial bisa
memperoleh supremasi melalui dua cara,
pertama, dominasi atau paksaan. Dan
kedua, kepemimpinan intelektual dan
moral. Keduanya bisa berlangsung
si-multan, dan saling melengkapi.
Karenanya, dalam dinamika hubungan
antara negara dengan masyarakat warga
(state and civil society), aspek kekuasaan
muncul dalam wujudnya berupa
kemampuan memberikan “dampak
negara” terhadap masyarakat warga
(civil society), kekuasaan dengan
kemampuan menjalankan tindakan
represif demi mempertahankan
kepentingan negara bahkan dengan bentuk
mengatur dan mengorganisasikan
kekerasan. Dampak negara dalam proses
statisasi itu adalah kondisi di mana negara
menundukkan dan menguasai organisasi-
organisasi civil society, termasuk
melakukan statisasi organisasi politik dan
profesi serta organisasi kelas bawah,
seperti serikat buruh, lembaga swadaya
masyarakat (LSM), dan lainnya, sehingga
berbagai gerakan sosial yang dilakukan
organisasi kemasyarakatan itu lebih
diinterpretasi sebagai kekuatan subversif
daripada sebagai upaya memberdayakan
rakyat.

Hasilnya, sekali lagi, adalah
kekuasaan negara yang tidak saja bersifat
represif, tapi juga produktif dengan
kemampuan memberikan dukungan atau
bantuan kepada seseorang, atau
sekelompok orang yang dipilihnya melalui
keputusan-keputusannya. Kekuasaan
dalam konteks ini lebih berarti kemampuan
memaksakan kehendak untuk diikuti oleh
orang lain sekalipun ada perlawanan,
namun pemaksaan kehendak ini tidak

tergantung pada dasar apa kemampuan itu
berpijak. Kondisi sedemikian itu menjadi
kendala bagi pemberdayaan rakyat,
bahkan rakyat mengalami deprivasi relatif
dan proses alienasi dari kekuasaan, yang
pada akhirnya membuka peluang bagi
terciptanya proses gerakan sosial politik
yang berkembang men-jadi budaya
kekerasan kolektif di dalam masyarakat.

Harapan Perubahan

Memasuki proses pemilihan kepala daerah
secara langsung (Pilkadal) yang saat ini
sudah, sedang, dan masih akan
berlangsung, pertanyaannya adalah
adakah semua itu berlangsung dalam
optimisme rakyat akan datangnya
perubahan yang lebih baik? Atau
sesungguhnya, Pilkadal itu ditandai oleh
rendahnya political trust terhadap para
calon kepala daerah, gubernur/bupati/
walikota, bahkan terhadap partai politik
yang mengusung para calon kepala daerah
itu, serta ditandai hancurnya social trust
di kalangan masyarakat?

Pemilihan kepala daerah yang
tengah dan akan berlangsung ini
dipengaruhi beberapa faktor. Pertama,
political trust, yaitu tingkat kepercayaan
rakyat terhadap hasil pemilihan itu sendiri,
apakah akan memberikan harapan masa
depan lebih baik ataukah tidak. Political
trust diartikan sebagai kepercayaan rakyat
terhadap komponen-komponen sistem
politik yang berlaku saat ini. Identifikasi
terhadap kelompok yang terlibat dalam
gerakan sosial politik merupakan indikasi
berkurangnya kepercayaan terhadap
sistem yang ada, apakah eksekutif,
legislatif, yudikatif, partai politik, Komisi
Pemilihan Umum (KPU), rekruitmen
calon gubernur/bupati/walikota, maupun
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kelompok kepentingan. Rendahnya
kepercayaan rakyat akan mendorong
la-hirnya konflik sosial politik.

Kedua, apa yang oleh para ahli teori
politik disebut sebagai political efficacy,
yaitu tingkat kepercayaan, bahwa rakyat
(pemilih) akan dapat mempengaruhi sistem
politik. Hal ini menyangkut kemampuan
rakyat untuk berperan atau mempengaruhi
komponen-komponen sistem politik.
Mereka yang omerasa mampu
mempengaruhi sistem politik akan
potensial berpartisipasi dalam gerakan
sosial politik. Dan ketiga, subjective
dissa-tisfaction, yaitu adanya perasaan
dimarjinalkan, disingkirkan, merasa
diperlakukan tidak adil. Makin tinggi
ke-ti-dakpuasan subjektif, makin tinggi
pula ketidakpercayaan rakyat terhadap
sistem yang ada itu, maka makin potensial
pula konflik sosial politik akan meruyak.

Faktor social trust akan berim-
plikasi pada konflik horizontal berskala
nasional, regional, maupun lokal. Identitas
dan kontinuitas masyarakat yang
memasuki proses perubahan di era
reformasi ini sesungguhnya membutuhkan
pemisahan sistem politik sebagai
perwakilan kepentingan sosial, budaya,
dan ekonomi, dengan negara sebagai agen
sentral transformasi sejarah di tengah
masyarakat. Kegagalan akan peran
negara memicu terjadinya konflik neo-
komunitarianisme, yaitu konflik yang
berupaya menolak transformasi seja-rah
yang datang dari luar, dan yang merusak
nilai-nilai tradisional, serta bentuk-bentuk
organisasi sosial. Konflik neo-
komunitarianisme merujuk pada tuntutan
dan ideologi ke-"pribumi”-an, dan kerap
menjurus pada semacam fundamentalisme
patologis dari gerakan sosial politik.
Berbagai konflik horizontal yang terjadi di

negeri ini dekade terakhir, misalnya konflik
Sanggau-ledo, Sampit, Ambon, Poso, Aceh,
atau di berbagai tempat di seantero negeri,
dapat dipahami dalam konsep sedemikian
ini. Konflik sejarah pada tingkatannya yang
tertinggi adalah konflik nasional, atau
sebagaimana kata Touraine (1985:758):
“Di semua negara, konflik di seputar
kon-trol perubahan adalah konflik tentang
negara”.

Elemen Dasar Demokrasi Politik
Kontemporer

Kalaupun disebut demokrasi, yang
dimaksudkan di sini lebih ditekankan pada
nilai-nilainya daripada mengenai sistem
pemerintahan. Demokrasi lebih dilihat
sebagai seperangkat gagasan dan prinsip
kebebasan, serta pelembagaan kebebasan
daripada sekadar seperangkat aturan dan
prosedur konstitusional yang menentukan
bagaimana suatu pemerintah berfungsi.
Demokratisasi merupakan proses menuju
ke arah demokrasi.

Elemen-elemen dasar demokrasi
politik kontemporer adalah terdapatnya,
pertama, kompetisi ekstensif dan
bermakna di antara individu dan kelompok-
kelompok terorganisasi (terutama partai
politik) untuk semua posisi kekuasaan
pe-me-rintah yang efektif dengan interval
reguler, tanpa penggunaan kekerasan.
Kedua, partisipasi politik yang sangat
inklusif dalam seleksi pemimpin dan
kebijakan, setidaknya melalui pemilihan
yang fair dan reguler, sehingga tak ada
kelompok yang dikecualikan. Dan ketiga,
kebebasan sipil dan politik —kebebasan
berekspresi, pers, serta kebebasan
membentuk dan menjadi anggota
organisasi— yang cukup untuk menjamin
integritas kompetisi politik dan partisipasi
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(Robinson, 1996:114-5).

Partisipasi aktif warga merupakan
inti tindakan demokratis. Tanpa itu,
demokrasi akan layu dan menjadi cagar
bagi sejumlah kecil kelompok atau
organisasi terpilih. Namun demokrasi
bukan mesin otomatis begitu prinsip-prinsip
dan prosedurnya disisipkan. Suatu
masyarakat demokratis juga membu-
tuhkan komitmen warganya yang
menerima, konflik tak dapat dihindarkan
dan toleransi diperlukan. Banyak konflik
dalam suatu masyarakat demokratis bukan
antara pihak yang jelas-jelas salah atau
benar, tapi antara berbagai penafsiran yang
berbeda atas hak-hak demokratis dan
prioritas sosial.

Pada dasarnya demokrasi
merupakan perangkat aturan untuk
mengelola konflik. Pada waktu yang sama,
konflik ini harus dikelola dalam batas-
batas tertentu dan menghasilkan
konsensus ataupun pengaturan lain yang
diterima semua pihak sebagai sah. Suatu
tekanan berlebihan pada salah satu sisi
keseimbangan akan mengancam upaya
keseluruhan. Jika kelompok-kelompok
memandang demokrasi sebagai tak lebih
dari suatu forum di mana mereka dapat
men-desakkan tuntutan mereka,
masyarakat dapat hancur dari dalam.
Sebaliknya, jika pemerintah menjalankan
tekanan berlebihan untuk mencapai
konsensus dengan membungkam suara
rakyat, masyarakat akan hancur dari atas.
Untuk itu budaya demokrasi menjadi
penting dikembangkan. Individu dan
kelompok harus bersedia menerima
perbedaan satu sama lain, mengakui pihak
lain mempunyai hak yang sah dan sudut
pandang sah pula. Berbagai pihak dalam
suatu perdebatan dengan demikian dapat
bertemu dalam suatu semangat mufakat,

dan mencari penyelesaian damai di atas
prinsip umum pemerintahan mayoritas dan
hak minoritas (Alamudi, 1991).

Semua demokrasi adalah sistem di
mana warganya bebas mengambil
keputusan melalui kekuasaan mayoritas.
Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan
mayoritas harus digandengkan dengan
jaminan atas hak asasi manusia, yakni
melindungi hak-hak minoritas —baik etnis,
agama maupun politik. Hak-hak minoritas
tak tergantung pada iktikad baik mayoritas,
dan tak dapat dihapus oleh suara
mayoritas. Hak-hak minoritas dilindungi
oleh hukum dan melalui pelembagaan
hukum. Lembaga demokratis melindungi
hak semua warga. Demokrasi bukan
hanya seperangkat gagasan dan prinsip
tentang kebebasan, tapi juga mencakup
seperangkat praktik dan prosedur yang
terbentuk melalui sejarah panjang dan
berliku. Demokrasi pada dasarnya
merupakan pelembagaan kebebasan,
karena itu hak asasi dan persamaan di
depan hukum harus dimiliki setiap
masyarakat untuk bisa secara pantas
disebut demokratis. Di lain pihak,
demokrasi juga lebih dari sekadar
seperangkat aturan dan prosedur
konstitusional yang menentukan
bagaimana suatu pemerintahan berfungsi.
Dalam demokrasi, pemerintah hanya salah
satu unsur yang hidup berdampingan
dalam suatu struktur sosial dari berbagai
lem-baga, partai politik, organisasi dan
asosiasi. Keanekaragaman ini disebut
pluralisme, yang berasumsi, kelompok
terorganisasi dan lembaga dalam
masyarakat demokratis tak tergantung
pada legitimasi dan kekuasaan pemerintah
(Alamudi, 1991).

Dilihat dari makin bertumbuhnya
tuntutan demokratisasi itu, apakah Pilkadal
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po-tensial menimbulkan konflik sosial atau
kekerasan politik? Apakah ketika makin
membiaknya kesadaran rakyat akan nilai-
nilai pengharapan tentang demokratisasi,
keterbukaan, kebebasan berpendapat dan
berorganisasi, maka kekerasan makin
berkurang? Ataukah terbukti teorema
Galtung (2003), bahwa: “makin
demokratis negara, makin demokratis
pembuatan keputusan, maka makin kurang
suka berperang negara itu”?

Konflik sosial yang muncul dari
keresahan atau keluhan dan kekecewaan
adalah endemis pada struktur sosial.
Potensi terpenting munculnya keresahan
serta keluhan kekecewaan rakyat dalam
Pilkadal adalah juga akibat dari bentuk
organisasi dan sumber daya organisasi
politik yang ada. Organisasi politik dan
partai politik, terutama setelah lewat
waktu, mengalami kemerosotan peluang
membawa perubahan bagi lapisan bawah.
Aki-batnya, rakyat lebih suka mengadakan
perubahan melalui kelompok-kelompok
yang terpisah, dan pemisahan ini dapat
dimobilisasi tanpa organisasi formal.
Organisasi politik atau partai politik sangat
rentan terjadinya oligarki internal, kooptasi
eksternal, dan organisasi cenderung
tumpul untuk memelihara sumber
pengaruh gerakan dan militansi.
Kebanyakan organisasi di mana pun
cenderung konservatif, meski organisasi
dapat juga membawa orang bersama-
sama dan mengemudikan nilai-nilai
perlawanan mereka secara intensif atau
tidak (Eckstein, 1989:6-7).

Sekalipun rakyat tampaknya pasif,
sungkan, dan diam, mereka dapat saja
menolak kondisi-kondisi yang tidak mereka
sukai melalui tindakan “golput” dalam
pemilihan umum, atau tidak mengindahkan
informasi-informasi penting dari para

penyelenggara Pilkadal. Bentuk
perlawanan secara diam-diam atau
terselubung dari eksploitasi adalah lebih
umum dilakukan daripada melawan secara
terang-terangan. Rakyat biasanya
bersedia mengambil risiko dengan
mengadakan konfrontasi langsung bila
mereka menganggap ketidak-adilan tidak
dapat ditoleransi, dan jika tuntutan
kebutuhan mereka melonjak tiba-tiba
sementara institusi lokal dan nasional, serta
kondisi kultural cenderung meminta
mereka menggunakan jubah kolektif.
Pemilihan kepala daerah yang
sudah, tengah dan akan berlangsung ini
apabila berada dalam kondisi political
frust dan social trust yang rendah, akan
potensial menim-bulkan gerakan sosial
politik yang radikal berwujud kerusuhan
dan kekerasan. Penjelasan tentang ini
dapat dimengerti melalui beberapa
pendekatan yang dapat digunakan
memahami fenomena kekerasan di
masyarakat, khususnya yang menyangkut
kekerasan politik, salah satu di antaranya
adalah yang dikemukakan Ted Robert
Gurr dalam bukunya Why Men Rebel
(1970). Ia menawarkan model khusus
untuk menjelaskan berbagai bentuk
kekerasan politik. Gurr membedakan
antara kekacauan (furmoil), perse-
kongkolan (conspiracy), dan perang
saudara (internal war), sebagai bentuk-
bentuk utama. Revolusi termasuk kategori
internal war, bersama dengan “terorisme
kelas kakap™, perang, serta perang sipil.
Satu hal yang menyebabkan internal war
dibedakan dari bentuk lain, karena dia lebih
terorganisir dibanding turmoil, dan lebih
berbasis massa rakyat dibanding bentuk
conspiracy. Karena itu, logis jika revolusi
harus diterangkan dari adanya deprivasi
relatif yang hebat, meluas, dan
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menyangkut berbagai segi kehidupan (mzul-
tifaceted) yang menyentuh para calon
elite maupun massa rakyat.

Kekerasan politik terjadi ketika
banyak anggota masyarakat marah karena
terdapat kesenjangan antara value expec-
tations (nilai pengharapan) dan value
capabilities (nilai kemampuan) yang
menimbulkan apa yang disebut relative
deprivation (deprivasi relatif). Ada
kesenjangan antara barang-barang
berharga dan kesempatan atau
kemampuan yang dianggap menjadi
haknya untuk mendapatkan barang-
barang berharga tersebut. Masyarakat
menjadi marah, khususnya jika kondisi
praktis dan budaya yang ada merangsang
terjadinya agresi terhadap sasaran-sasaran
politik. Orang menjadi marah bila terdapat
jurang pemisah antara barang-barang
berharga dan kesempatan yang mereka
anggap sebagai haknya yang sebenarnya.
Makin besar kecenderungan fenomena
deprivasi relatif terjadi, makin menyangkut
berbagai segi kehidupan masyarakat, maka
makin memungkinkan terjadinya fenomena
kekerasan politik dan kolektif.

Dengan kata lain, penyebab utama
terjadinya kekerasan politik dan kolektif
adalah berkembangnya ketidakpuasan,
politisasi dari ketidakpuasan itu, dan
aktualisasinya dalam aksi kekerasan
terhadap sasaran dan aktor-aktor politik.
Ada tiga pola deprivasi relatif, pertama,
decremental deprivation, yang terjadi
manakala nilai pengharapan di dalam
masyarakat relatif konstan, tapi nilai
kemampuan dirasakan makin menurun.
Kedua, aspirational deprivation,
manakala nilai kemampuan relatif statis,
tapi nilai pengharapan di dalam
masyarakat bertumbuh intensif. Dan
ketiga, progressive deprivation,

manakala secara substansial dan simultan,
nilai pengharapan naik berbarengan
menurunnya nilai kemampuan (Gurr,
1970).

Sementara itu, Charles Tilly dalam
karyanya, From Mobilization to Revo-
lution (1978) maupun dalam bukunya, The
Politics of Collective Violence (2003)
menggambarkan, bagaimanapun
ketidakpuasan rakyat, mereka tak dapat
ikut campur tangan dalam aksi politik
(termasuk aksi kekerasan), kecuali
mereka menjadi bagian dari suatu
kelompok yang terorganisasi yang
mempunyai beberapa sumber daya.
Bahkan sekalipun kemudian mereka atau
kelompok-kelompok yang bersaing
mungkin berhasil menekan kemauan untuk
ikut campur dalam aksi kolektif dengan
cara mempertinggi risiko yang harus
ditanggung, sebagaimana dikemukakan
Tilly (1978:436).

Revolusi dan kekerasan kolektif itu
lebih cenderung muncul secara
langsung dari pusat proses-proses
politik dalam suatu masyarakat,
ketimbang mencerminkan ketegangan
dan ketidakpuasan dalam
masyarakat... bahwa klaim-klaim dan
klaim-klaim balasan tertentu terhadap
pemerintah yang ada yang dilakukan
oleh berbagai kelompok yang
termobilisir adalah lebih penting
dibanding dengan ketidakpuasan
umum atau kekecewaan dari kelompok-
kelompok itu dan bahwa tuntutan
(klaim) untuk menda-pat tempat yang
mapan dalam struktur kekuasaan adalah
sangat menentukan.

Namun Tilly menolak memakai
kekerasan sebagai objek analisisnya,
karena ia berpendapat, insiden kekerasan
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kolektif sesungguhnya hanya merupakan
akibat proses normal persaingan kelompok
memperebutkan kekuasaan dan tujuan
tertentu. Objek analisisnya adalah aksi
kolektif yang diartikan sebagai aksi
sekelompok orang secara bersama dalam
mencapai kepentingan bersama. Dalam
menganalisis aksi kolektif ini, Tilly
menggunakan dua model umum, yakni
model masyarakat politik dan model
mobilisasi. Unsur pokok model masyarakat
politik adalah pemerintah (organisasi yang
mengendalikan sarana-sarana kekerasan
utama dalam masyarakat) dan kelompok-
kelompok yang memperebutkan
kekuasaan, termasuk anggota pesaing
yang mempunyai akses rutin terhadap
sumber daya pemerintah, dan penentang
(semua pesaing lainnya). Model mobilisasi
termasuk variabel yang dirancang untuk
memperjelas pola aksi kolektif yang
dilakukan pesaing tertentu. Variabel ini
mengacu pada kepentingan kelompok,
tingkat pengorganisasian, besarnya
sumber daya yang ada di bawah kendali
kolektif, serta kesempatan dan ancaman
yang dipakai oleh pesaing-pesaing tertentu
dalam hubungannya dengan pemerintah
dan kelompok pesaing lainnya.

Dalam argumen Gurr mengenai
deprivasi relatif, dijumpai versi gagasan
tentang negara dan masyarakat. Dia
menganggap kekuasaan dan stabilitas
pemerintahan tergantung langsung pada
kecenderungan kemasyarakatan dan
dukungan rakyat. la tidak yakin organisasi-
organisasi kekerasan negara dapat secara
efektif menekan (untuk jangka waktu
lama) sebagian besar rakyat yang
kecewa, atau yang tidak mendukung
pemerintah. Negara dalam teori Gurr
adalah suatu aspek konsensus yang
bermanfaat (utilitarian consensus)

dalam masyarakat. Negara dapat
menggunakan paksaan atas nama
konsensus dan legitimasi umum, tapi hal
seperti ini tak dapat ditemukan dalam
paksaan yang diorganisasi. Sebaliknya,
dalam beberapa hal, teori konflik politik
Tilly juga memandang negara pada
dasarnya sebagai paksaan yang
diorganisasi. Bagian penting dari model
masyarakat politik Tilly adalah de-finisinya
tentang pemerintah sebagai suatu
organisasi yang mengendalikan sarana-
sarana pemaksaan utama dalam
masyarakat. Negara menjadi alat (pada
dasarnya memaksa) yang dikendalikan
kelompok-kelompok “anggota™ dari
pemerintahan, kelompok-kelompok yang
mempunyai kekuasaan dalam masyarakat
yang bersangkutan.

Hubungan Kekuasaan dan Kekerasan

Johan Galtung (2003) menguraikan cara
memahami hubungan antara tindakan
kekuasaan dan kekerasan. Ia membangun
pengertian kekerasan jauh lebih luas
dengan berpijak pada hak asasi manusia,
yakni setiap individu atau pribadi memiliki
hak merealisasikan diri (self-realization)
dan hak memperkembangkan diri (per-
sonal growth). Kedua hak tersebut tak
dapat dicabut ataupun dihilangkan oleh
siapa pun. Kekerasan terjadi bila manusia
dipengaruhi sedemikian rupa sehingga
realisasi jasmani dan mental aktualnya
berada di bawah realisasi potensialnya.
Dengan kata lain, jika yang potensial lebih
tinggi daripada yang aktual, maka terjadi
kekerasan. Tingkat realisasi potensial
adalah apa yang memang mungkin
direalisasikan sesuai tingkat wawasan,
sumber daya dan kemajuan yang sudah
dicapai pada zamannya. Manusia pada
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dasarnya di satu pihak memiliki potensi
yang masih ada di-"dalam”, dan di lain
pihak potensi menuntut untuk diaktualkan,
yakni dengan merealisasikan dan
memperkembangkan diri dan dunianya
berpegang pada nilai-nilai yang dianutnya.
Dengan memberikan pengertian jauh lebih
luas itu, ia ingin menegaskan, kekerasan
tak hanya berdimensi fisik, tapi juga
psikologis. Maksudnya, kekerasan bukan
hanya perampokan, penganiayaan, dan
pembunuhan, ataupun segala bentuk yang
menyakiti tubuh manusia, melainkan juga
kebohongan, indoktrinasi, ancaman,
tekanan, dan sejenisnya —untuk
menghasilkan akibat terhalangnya
aktualisasi kemampuan potensial mental
dan daya pikir seseorang (Windu, 1992).

Kekerasan fisik maupun psikologis
dapat berdimensi personal maupun
struktural. Kekerasan personal (langsung)
jika ada subjek/pelakunya (manusia
konkret). Sebaliknya, bila tak ada
pelakunya disebut struktural —Dberarti
kekerasan sudah menjadi bagian dari
struktur tanpa bisa dikenali lagi pelaku
manusia konkretnya. Pembedaan paling
penting dalam tipologi kekerasan, menurut
Galtung, adalah kekerasan personal-
struktural. Untuk menunjuk kondisi
kekerasan struktural, ia menggunakan
sebutan ketidak-adilan sosial akibat
ketimpangan distribusi kekuasaan.
Kekerasan personal memiliki hubungan
subjek-objek, dan menyangkut pribadi
karena subjek maupun objeknya adalah
manusia konkret. Perbedaan antara
kekerasan personal dan struktural tak
terlalu tajam. Meski satu jenis kekerasan
tidak mengandaikan kehadiran nyata
kekerasan lainnya, namun keduanya bisa
memiliki hubungan kausal dan mungkin
pula hubungan dialektis. Sebab dalam

kekerasan struktural (nyata) dimungkinkan
terdapat kekerasan personal tersembunyi.
Sebaliknya dalam kekerasan personal
(nyata) pada akhirnya dapat pula
melahirkan kekerasan struktural. Namun
yang jelas, kekerasan personal maupun
struktural bisa membahayakan jasmani
(fisik) maupun psikologis, tapi kekerasan
struktural lebih sering dilihat sebagai
kekerasan psikologis. Galtung
menegaskan, perbedaan kekerasan per-
sonal dan struktural hanya dalam cara tapi
akibat yang dihasilkannya serupa.

Galtung membedakan kekuasaan
menjadi kekuasaan atas diri sendiri
(power over oneself) dan atas orang lain
(power over others). Kekuasaan atas
diri sendiri disebut juga otonomi —yakni
kemampuan menentukan dan mengejar
tujuan bagi dirinya— merupakan tandingan
(countervailing power) terhadap
kekuasaan atas orang lain —yang
berusaha memaksakan kepentingan dan
pengaruhnya atas orang lain. Galtung
membagi kekuasaan atas orang lain
menjadi tiga macam, yakni kekuasaan
ideologis, renumeratif dan punitif. Ketiga
kategori kekuasaan tersebut juga
digunakan membedakan kekuasaan
sumber (resource power) dengan istilah
yang sama, yakni kekuasaan ideologis
disebut ideological power; kekuasaan
renumeratif (renumerative power),
kecuali kekuasaan punitif yang
menghancurkan ia menyebutnya: destruc-
tive power (Windu, 1992).

Kekuasaan ideologis (kekuasaan
normatif) diperoleh melalui ide atau
gagasan. Dasar untuk memperolehnya
adalah persuasi. Orang yang memiliki
kepribadian menarik atau berkarisma
besar mempunyai daya persuasi besar
menanamkan pengaruh ideologis.
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Kekuasaan ini datang dari kebudayaan.
Unsur-unsur pembentuk kekuasaan
ideologis adalah ideologi, kebudayaan dan
bahasa. Kekuasaan renumeratif karena
mempunyai barang-barang untuk
ditawarkan (renumeratif artinya memberi
hasil banyak atau menguntungkan).
Dasarnya adalah kemampuan tawar
menawar. Kekuasaan ini khususnya dalam
bidang ekonomi. Galtung menyebut tiga
faktor produksi klasik sebagai unsur
kekuasaan renumeratif, yakni penduduk,
tanah, dan modal. Sedangkan kekuasaan
punitif (menghukum) karena memiliki
“kejahatan” yang dapat menghancurkan.
Dasar kekuasaan punitif adalah kekuatan
(force) dan kekerasan (violence).
Kekuasaan ini merupakan kekuatan
profesional di bidang militer dengan unsur
investasi di sektor militer, dan kesiagaan
militer (personel dan persenjataan).
Koordinasi ketiga macam kekuasaan
tersebut terjadi dalam bidang politik —juga
komunikasi dan transportasi agar gagasan,
barang dan “kejahatan™ dapat
dikomunikasikan.

Orang berkuasa secara ideologis,
menurut Galtung, karena ia sebagai
pemberi kekuasaan (power-sender) ide
atau gagasan mampu menyusup dan
membentuk kehendak orang lain yang
menerimanya (power recipient).
Kekuasaan renumeratif terjadi karena ia
memiliki pemikat untuk ditawarkan sebagai
“ganjaran” berupa barang-barang, jabatan
dan bentuk kemaslahatan lainnya.
Kekuasaan punitif karena ia memiliki
sarana untuk menghancurkan orang lain
ataupun barang milik orang lain jika orang
itu tak menaati kehendak power-sender.
Legitimasi dan reproduksi kekuasaan
ideologis mensyaratkan, power-recipient
harus memiliki kepatuhan (submissive-

ness). Jika tidak, ide atau gagasan power-
sender akan kehilangan pengaruhnya.
Kekuasaan renumeratif mengandaikan
adanya faktor ketergantungan (depen-
dency) power-recipient terhadap barang-
barang dari power-sender. Kekuasaan
punitif mengandaikan adanya ketakutan
(fear) terhadap “kejahatan™ power-
sender, yang dapat membuat power-re-
cipient kehilangan yang ia miliki, bahkan
segi “ada”-nya.

Akhirnya, Galtung sampai pada
kesimpulan, tanpa ancaman kekerasan
atau tindakan kekerasan, pemaksaan tak
akan efektif. Kekuasaan hanya dapat
dilakukan melalui medium kepatuhan,
ketergantungan dan ketakutan. Jika
kekerasan harus dilakukan untuk
melestarikan dan mereproduksi
kekuasaan, maka kekuasaan ideologis
akan cenderung mengungkapkannya
dalam bentuk kekerasan psikologis melalui
indoktrinasi dan berbagai bentuk rekayasa
pikiran. Kekuasaan renumeratif melalui
bentuk kekerasan fisik dan psikologis
dengan pemberian jabatan/kedudukan,
korupsi, kolusi, dan berbagai bentuk
ganjaran lainnya. Dan kekuasaan punitif
dalam bentuk kekerasan fisik dan
psikologis melalui penyiksaan,
penganiayaan, ancaman, tekanan, dan
sejenisnya.

Kekerasan simbolik adalah
kekerasan wacana (discourse) yang lebih
merupakan aktivitas intelektual untuk
mengkondisikan olah pikir pihak lain
sehingga berbagai bentuk kekerasan
menjadi sah, dan bahkan diperlukan.
Hampir semua kekerasan jenis ini
merupakan kekerasan struktural. Karena
bekerja pada level olah pikir, korban tak
merasa sedang diterpa kekerasan,
sehingga kekerasan (fisik dan psikologis)
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menjadi sah dan diterima sukarela, bahkan
korban melakukan kekerasan terhadap
dirinya sendiri secara suka rela sekaligus
mereproduksinya. Target kekerasan
simbolik adalah definisi dan konsep
pengaturan interaksi antar-manusia,
seperti demokrasi, hak asasi manusia,
pembangunan ekonomi, dan sebagainya.

Prinsip Perpolisian Komunitas

Dengan semua paparan ini, baik
paradigma community policing, hegemoni
kekua-saan, kekerasan, serta paradigma
demokrasi, apakah yang dapat kita simak
untuk memahami bagaimana peran
perpolisian komunitas mengantisipasi
konflik sosial dalam Pilkadal yang kini
sudah, sedang, dan masih akan
berlangsung di negeri ini?

Di manakah posisi polisi dan konsep
paradigma baru menurut UU No. 2/2002
itu? Apakah institusi kepolisian bagian dari
masyarakat politik (negara) atau masuk
menjadi masyarakat sipil kalau kita
mengikuti konsep Antonio Gramsci? Kalau
polisi berganti peran dari paradigma
represive state apparatus menjadi
perpolisian komunitas (community polic-
ing), sejauh manakah konsep community
oriented policing tidak akan
menimbulkan konflik peran sebagai RSA
yang bagian dari negara (political soci-
ety) sekaligus merupakan bagian dari
masyarakat sipil sebagaimana tersirat
dalam konsep community policing?
Dengan rumusan lain, apakah pada
dasarnya institusi kepolisian kita ini tidak
mengalami kegamangan ketika harus
berubah dari paradigma RSA ke commu-
nity-based policing, yang menempatkan
polisi dalam situasi anomali?

Community-based  policing

bukanlah sekadar paradigma dalam
konteks penegakan hukum dan peraturan,
tapi lebih dari itu, merupakan paradigma
people centered approach. Mengikuti
pendapat Hesta Groenewald dan Gordon
Peake (2004), prinsip dasar community-
based policing adalah:

1. Policing by consent, not coercion.

2. The police as part of the community,
not apart from it.

3. The police and community working to-
gether to find out what communities
needs are.

4. The police, public and other agencies
working together in partnership.

5. Tailoring the business of policing to
meet community needs.

Prinsip dasar sedemikian ini selayaknya
ditegaskan sebagai acuan dalam
mem-bangun paradigma baru perpolisian
komunitas, yang harus dipahami oleh
segenap anggota dan jajaran kepolisian,
sehingga situasi anomalies —kalaupun
terjadi— dalam reformasi institusi
kepolisian tidak menimbulkan social cost
reformasi demokrasi di negeri ini —yang
saat ini juga baru saja diletakkan dasar-
dasar pondasinya, melalui pemilihan
langsung baik pemilihan presiden dan wakil
presiden, maupun pemilihan kepala daerah
(gubernur, bupati/walikota).

Boleh jadi sesungguhnya kita belum
keluar dari situasi anomali demi menuju
para-digma baru demokrasi, termasuk
dalam proses Pilkadal dewasa ini, sechingga
kegamangan masih melingkupi wajah anak
negeri ini. Bagaimanapun, era reformasi
telah menghasilkan banyak perubahan
paradigmatik sosial politik, apakah pada
sistem ke-negaraan maupun dalam sistem
politik demokrasi. Amandemen UUD




1945, Undang-undang Otonomi Daerah,
Otonomi Khusus, Undang-undang
Pemilihan Umum, hingga Undang-undang
No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, adalah fenomena
proses demokrasi dalam paradigma baru
di negeri ini. Demokrasi yang dilandasi
semangat revitalisasi dalam definisi yang
dikemukakan Anthony Wallace (Adas,
1988:xii) merupakan ikhtiar yang
disengaja, diorganisasi dan disadari oleh
para anggota masyarakat untuk
membentuk budaya yang lebih
menjanjikan.

Pandangan itu membangkitkan rasa
dorongan yang mendesak dalam proses
Pilkadal yang sedang dan akan
berlangsung ini. Pandangan tersebut
menceburkan rakyat ke dalam
peningkatan harapan akan perubahan yang
lebih baik. Dalam konteks Kebudayaan
Jawa, terdapat situasi yang mendahului
perubahan zaman keemasan, yakni zaman
edan sebagaimana pertama kali
dikemukakan Raden Ngabehi Rangga-
warsita (1802-1873) dalam karyanya yang
terkenal, Serat Kalathida (Sindhunata,
2003). Kala berarti waktu, thida berarti
ragu, bimbang, tidak menentu. Kalathida
bisa dipahami sebagai semacam time of
troubles atau time of tribulation seperti
yang diutarakan Arnold Toynbee, yang
juga menyebutnya dengan senuisse iam
saeculum —zaman yang menjadi lanjut
usia. Zaman yang menua itu tak lagi
mempunyai stamina untuk bertahan,
bersemangat, dan kekuatannya pun
memudar. Kemerosotan dan kemunduran
terlihat di mana-mana.

Ditilik dari analisis Toynbee
(Sindhunata, 2003), situasi zaman edan
memang bicara soal krisis sosial, tepatnya
tentang kebangkrutan suatu kultur yang

dapat disingkat dalam tiga pokok. Pertama,
minoritas yang mempunyai kekuatan
kreatif kehilangan kreativitas, dan tak lagi
dapat menjalankan fungsinya. Kedua,
mayoritas masyarakat tak mau lagi
bermimesis, meniru minoritas, dan karena
itu juga menarik dukungannya. Dan ketiga,
kedua hal tersebut membuat kendurnya
kesatuan sosial dalam masyarakat secara
keseluruhan. Dalam time of troubles atau
zaman edan terjadilah krisis keteladanan.
Serat Kalathida menyebutkan: ...rurah
pangrehing akara, karana tanpa
palupi —rusak peraturan negara, ka-rena
tanpa teladan. Ciri manusia zaman edan
adalah tiadanya kesediaan mengambil
tanggung jawab di atas bahu pribadi.
Mereka yang bertanggung jawab, dengan
mudah menyalahkan hal atau orang luar
sebagai penyebab terjadinya krisis sosial.

Kecuali krisis keteladanan dan
tanggung jawab, di zaman edan juga
terjadi krisis pendirian. Semua anggota
masyarakat hanya saling ikut-ikutan. Itu
pun hanya supaya mereka tidak
ketinggalan dalam berebut harta dan
materi. Tiadanya pendirian membuat
manusia tidak lagi jujur terhadap dirinya.
Manusia jadi mudah bohong, mudah
mengatakan yang tidak benar. Atau karena
tidak jujur, dia mengatakan kebenaran,
padahal dia ta-hu itu tidak benar.
Kebohongan dan ketidakjujuran menjadi
iklim, sehingga orang yang tidak
bermaksud bohong pun terpaksa
berbohong. Lebih gawat lagi, kebohongan
menjadi sarana berkomunikasi. Hanya
dalam kebohongan, komunikasi bisa
dijalankan. Orang tahu satu sama lain
dalam kebohongan. Maka bahasa yang
mereka pakai juga bahasa kebohongan
Kalau mereka tidak hidup dari
kebohongan, tidak berkomunikasi dalam
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kebohongan dan memakai bahasa
kebohongan, mereka akan ketinggalan dan
tidak mendapat apa-apa (Sindhunata,
2003).

Paradigma Peran Polisi

Pada Pemilu 2004 lalu, di Yogyakarta
diselenggarakan sebuah performing art
oleh para seniman Yogya berupa
“Konvensi Rakyat Lali Jiwa”. Tema
konvensi adalah mempertimbangkan
Sumanto menjadi calon presiden. Sumanto
adalah warga yang ditahan aparat
kepolisian karena memakan mayat. Partai
Sumanto namanya, “Partai Rakyat Tulang
Belulang” atau PRTB. Lambangnya, padi-
kapas, bintang, dan sebuah tulang.
Semboyan partai: “Bersatu Padu Memilih
yang Keliru”. “Konvensi Rakyat Lali
Jiwa” itu dihibur oleh grup musik, “Produk
Gagal”. Dalam konvensi, Capres Sumanto
berpidato, kalau dia nanti jadi presiden, ia
akan membentuk “Kabinet Portugal”, alias
“Purwokerto-Tegal”. Sumanto juga
terkena penyakit “KKN etnis
kedaerahan”, karena dia warga
Banyumas, Purwokerto, Tegal. Program
Sumanto adalah “Makan Enak Nasional”.
“Rakyat harus ma-kan enak”, kata
Sumanto, “Tidak seperti saya yang hanya
bisa makan mayat dan tulang belulang
pada saat saya masih lucu-lucunya.”
(Sindhunata, 2003).

Inilah sindiran betapa di bawah
partai-partai era reformasi, rakyat tetap
kekurangan, kurus terperas sampai tinggal
tulang belulang. Itulah yang direkam oleh
“Partai Rakyat Tulang Belulang” atau
PRTB. Sumanto adalah karikatur bangsa
ini, lebih-lebih para elitenya. la
menyatakan siapa kita sebenarnya, dan
alam apa yang sedang kita hidupi. Alam

zaman edan, di mana terjadi: “wong ciak
wong”. Dibaca dari ramalan zaman edan,
karikatur Sumanto adalah sasmita, pesan
gaib, bahwa rakyat kita sedang bertega-
ria satu sama lain, saling memakan, dan
menjatuhkan, “wong ciak wong” dalam
bidang ekonomi dan politik. Dalam iklim
ini tak terbaca lagi keinginan untuk
membangun kebersamaan sebagai
masyarakat dan negara (Sindhunata,
2003).

Itukah paradigma baru demokrasi
kita? Ketika sekarang berlangsung
Pilkadal, adakah semua itu berlangsung
dalam optimisme rakyat akan datangnya
perubahan zaman yang lebih baik? Atau
sesungguhnya, Pilkadal itu ditandai oleh
rendahnya political trust terhadap partai
politik maupun calon kepala daerah
(gubernur, bupati maupun walikota), serta
ditandai hancurnya social trust di kalangan
ma-syarakat?

Menghadapi Pilkadal yang sudah,
sedang dan akan berlangsung ini, apakah
yang selayaknya dilakukan Polri dengan
paradigma baru perannya sebagai social
agency, dan bukan semata sebagai state
agency? Bagaimana Polri hadir dalam
proses demokrasi melalui Pilkadal ini
hingga perannya adalah bagian dari upaya
membantu berkembangnya kultur
demokrasi yang masih ditandai lemahnya
peran  partai politik dalam
mengembangkan kultur demokrasi?
Pertanyaan-pertanyaan ini relevan
dikemukakan, mengingat sebagaimana
diamanatkan Undang-undang No. 2/2002,
bahwa peran Polri adalah pemeliharaan
keamanan dalam negeri melalui
penyelenggaraan fungsi kepolisian,
meliputi pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
pelindung, pengayom, dan pelayan
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masyarakat dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia.

Sejumlah Pertimbangan

Ada beberapa pemikiran yang mungkin
dapat dipertimbangkan oleh jajaran
kepolisian menghadapi potensi konflik
yang muncul dalam Pilkadal di seantero
negeri ini:

Pertama, aparat kepolisian dituntut
memiliki kemampuan konseptualisasi
sekaligus identifikasi dan solusi atas faktor-
faktor penyebab rendahnya social trust
dan political trust yang menggejala di
masyarakat terhadap proses Pilkadal.
Aparat kepolisian sebagai bagian dari so-
cial agency dituntut mampu
meningkatkan social trust masyarakat
atas kinerja aparat kepolisian, sekaligus
menumbuhkan social trust masyarakat
bahwa Pilkadal adalah demi menjamin
masa depan yang lebih baik.

Kedua, aparat kepolisian dituntut
meningkatkan kemampuannya dalam
mengidentifikasi dan menemukan solusi
atas masalah-masalah yang muncul akibat
gesekan politik antar-elite partai politik dan
antar-para simpatisan partai politik yang
mendukung calon kepala daerah yang
berbeda, dengan pemahaman bahwa
demokrasi pada dasarnya adalah upaya
penyelesaian konflik secara damai dan
melembaga dalam kesetaraan, dan
penghargaan atas kebebasan berpendapat,
serta keanekaragaman.

Ketiga, aparat kepolisian dituntut
memiliki kepekaan mengidentifikasi
dinamika politik lokal yang ditandai oleh
berbagai isu tentang etnosentrisme
(termasuk etno-politik), rasisme,
sektarianisme, dan fundamentalisme yang
menandai euforia reformasi di masyarakat

yang sampai saat ini belum berakhir.
Karenanya, aparat kepolisian juga dituntut
mampu menciptakan iklim yang kondusif
agar konflik yang bersumber dari isu
etnosentrisme, rasisme, sektarianisme, dan
fundamentalisme tidak berkembang
menjadi konflik kekerasan.

Keempat, aparat kepolisian
selayaknya memiliki kepekaan
mengidentifikasi maraknya budaya
kekerasan yang dikembangkan oleh
kekuasaan budaya/komunalisme lokal
sebagai akibat dari gejala meningkatnya
deprivasi relatif, yaitu perasaan
dimarjinalisasi (marginalized), pembung-
kaman (silencing), dan didevaluasi (de-
valued) dari proses politik sehingga
mereka ter-alienasi, dan menjadi radikal.

Kelima, dalam mengantisipasi dan
menyelesaikan berbagai konflik di
masyarakat lokal, jajaran kepolisian
dituntut mampu memposisikan diri sebagai
institusi zona netral yang berfungsi sebagai
“lembaga katup penyelamat” (safety
valve institution) dalam meredam dan
menyelesaikan konflik horisontal di dalam
masyarakat.

Keenam, sejalan dengan amanah
Undang-undang No. 2/2002, maka seluruh
jajaran kepolisian dituntut mampu
melakukan reformasi kultural, baik dalam
hubungan internal maupun eksternal,
dengan cara mengubah sikap mental
militeristik menjadi sikap profesional
sebagai kepolisian sipil yang
dipersyaratkan dalam masyarakat
demokratis, di mana polisi di samping
sebagai penanggungjawab hukum dan
administratif, juga dituntut bertanggung
jawab kepada masyarakat sebagai stake-
holder (pemangku), antara lain, dengan
mengembangkan transparansi informasi
tentang kebijakan dan pengelolaan sumber
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daya kepolisian; memberi peluang bagi
pengawasan publik dalam hal penanganan
laporan, pengaduan masyarakat tentang
sikap dan perilaku polisi dalam menangani
keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketujuh, untuk menumbuhkan so-
cial trust masyarakat terhadap kinerja
aparat kepolisian dan juga institusi
kepolisian, maka seluruh jajaran kepolisian
dituntut mampu mengembangkan diri
mereka sebagai minoritas kreatif (creative
minority) dalam penegakan hukum dan
hak asasi manusia, serta juga mampu
menempatkan diri sebagai teladan
moralitas dalam masyarakatnya, dan juga
membangun human relations dengan
semua komponen masyarakat (khususnya
dalam konteks Pilkadal adalah para politisi,
dan para tokoh agama) untuk
menumbuhkan citra positif polisi.
Perubahan peran polisi —baik
dalam memenuhi pengharapan
demokratisasi, perlindungan hak asasi,
pemberantasan korupsi, polisi yang jujur,
maupun polisi yang menjadi mitra
masyarakat— sebagai paradigma baru

kepolisian Indonesia senyatanya memang
dituntut meningkat demi pemenuhan
harapan rakyat akan perubahan zaman
yang lebih baik. Namun apabila
peng-harapan rakyat itu tidak dibarengi
kemampuan untuk mendapatkannya
karena gamangnya konsep community
policing di antara state dan civil society,
serta masih dominannya tindakan
kekerasan aparat kepolisian atas nama
penegakan hukum dan hak asasi manusia
di dalam masyarakat, maka bukan mustahil
fenomena alienasi akan melanda institusi
kepolisian. Mau tak mau, suka ataupun
tidak suka, community policing harus bisa
melepaskan diri dari time of troubles atau
time of tribulation seperti yang diutarakan
Arnold Toyn-bee, yang ditandai oleh
hilangnya kreativitas, krisis keteladanan
dan tanggung jawab, serta krisis pendirian
yang membuat manusia tidak lagi jujur
terhadap dirinya. Penegasan peran polisi
dalam perpolisian komunitas sebagai
paradigma baru adalah tanggung jawab
bersama, antara negara dan masyarakat
warga yang berdaya.
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